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PIMPINAN DPRD KABUPATEN GARUT 
PROVINSI JAWA BARAT 

 
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT 

NOMOR 1171/KEP.02-DPRD/2019 

00/717/Kep.07Kep.359-Insp/201200/359-
Insp/20TENTANG 

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS  DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN GARUT DALAM RANGKA PEMBAHASAN  RANCANGAN  

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PERUBAHAN 
ATAS PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN 

GARUT  NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG TATA TERTIB  
 

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung tugas, fungsi dan  wewenang 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut, Dewan  

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut telah menetapkan 
Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut 

Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib. 

  b.  bahwa dalam upaya untuk menyesuaikan dengan kondisi riil 
dan perkembangan sesuai dengan kebutuhan, Peraturan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 
Tahun 2018 tentang Tata Tertib, perlu di tinjau kembali dan 

dilakukan penyesuaian; 

  c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud           

dalam  huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut tentang 
Pembentukan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kabupaten Garut Dalam Rangka Pembahasan 
Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata 

Tertib. 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa 

Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang 

Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang 
dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 

tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 2851); 
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2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara 

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 

Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3851); 

3. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran  
Negara  Republik Indonesia Nomor 5234); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah  Nomor 24 Tahun 2004 tentang 

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4416); Sebagaimana telah beberapa 

kali diubah  terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 
Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4540); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4737); 

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 

2017, tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 6057); 

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 

2018, tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia  Nomor 5104); 
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10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 32); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2008 
tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut 

(Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 27); 

Memperhatikan :    Surat dari Fraksi Fraksi DPRD Kab. Garut Perihal  Usulan 

Keanggotaan Panitia Khusus DPRD dalam rangka pembahasan  
Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib. 

  

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan   : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  

KABUPATEN GARUT TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA 
KHUSUS DALAM RANGKA PEMBAHASAN RANCANGAN 

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN GARUT TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN GARUT NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG 
TATA TERTIB. 

KESATU :   Membentuk Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Garut Dalam Rangka membahas Rancangan 

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang 
Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib  
dengan susunan keanggotaan  sebagaimana terlampir dalam 
Keputusan ini. 

KEDUA : Tugas Panitia Khusus  berakhir  setelah melaporkan hasil 
pembahasan pada rapat paripurna  DPRD Kabupaten Garut.  

KETIGA : Biaya pelaksanaan tugas Panitia Khusus sebagaimana 
dimaksud dalam diktum Kedua dibebankan pada Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Garut. 

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 

                     Ditetapkan di Garut 
 pada tanggal   

 
KETUA DPRD KABUPATEN GARUT 

                   
 

EUIS IDA WARTIAH 
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LAMPIRAN  I 
KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN GARUT 

NOMOR  171/KEP.02-DPRD/2020 
 

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS  DALAM RANGKA PEMBAHASAN 
RANCANGAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN GARUT NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG TATA TERTIB. 

 

   
 

Ketua  : H. Dadang Sudrajat, S.Pd 

Wakil Ketua  :  Drs. Dudeh Rihiyat, M.Pd 

Anggota :      1.  Deden Sopian, SH.I 

2. H. Akhmad Mulyana, S.Pd.I 

3. Lulu Gandhi Nan Rajati, SE, M.Si 

4. Agus Muhamad Sutarman, SE 

5. Ayi Suryana 

6. H. Dian Misparoni 

7. Aji Kurnia 

8. H. Alit Suherman, S.Pd. 

9. Irwandani, S.IP, M.Si 

10. H. Jajang Supriatna, SH.I 

11. Cucu Suhendar, S.Pd, M.A.P 

12. Yudha Puja Turnawan 

  

KETUA DPRD KABUPATEN GARUT 
                   

 

 

EUIS IDA WARTIAH 

 

 

 

 

 

 

 

 


